PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN

Menimbang

a. bahwa berdasarkan k

TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKUL

Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk entingan Umum, mengamanatkan
Pemerintah Daer jamin tersedianya tanah untuk
Kepenting u serta pendanaannya, perlu untuk

mengatur oman ganti kerugian yang diberikan kepada

lepaskan tanah, bangunan, tanaman dan

bend da lain yang berkaitan dengan tanah;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016
tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
terdapat ketidaksesuaian harga dan penambahan objek baru,

maka perlu dilakukan Perubahan;


mailto:distan@bengkuluprov.go.id

Mengingat

. Undang-Un

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016
tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
. Undang-Undang Nomor,“32 hun Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Peglgeloldan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republike In sia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lemb gara Republik Indonesia Nomor
5059);

g Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pe eraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Nega publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Unda Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerinta ropinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indogtesiaffahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negaradfepu Indonesia Nomor 2854);

. Peraturan Pemer omor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaay angan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia hun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 6322);

Neg ‘ bli
10.Peraturang” Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang

11.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 tahun 2016 tentang

Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 tahun 2016
tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN
2016 PEDOMAN GANTI RUGI NAM TUMBUH PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUN K KEPENTINGAN UMUM.

alam Peraturan Gubernur Bengkulu
2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam

gadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 28) diubah.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTQNI

BERITA DAERAH PROVINS N LU TAHUN 2025 NOMOR



